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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH

KERJA MINYAK DAN GAS BUMI YANG AKAN BERAKHIR

KONTRAK KERJA SAMANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga tingkat produksi minyak

dan gas bumi serta memberikan kepastian dalam

pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

pada masa alih kelola wilayah kerja yang akan berakhir

Kontrak Kerja Samanya, perlu menambahkan beberapa

ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir

Kontrak Kerja Samanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir

Kontrak Kerja Samanya;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 194);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja

Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja

Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 714);
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7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15

TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH KERJA

MINYAK DAN GAS BUMI YANG AKAN BERAKHIR KONTRAK

KERJA SAMANYA.

Pasal I

Di antara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dalam Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun

2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas

Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 714) disisipkan

2  (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1) Setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dalam rangka

menjaga tingkat produksi Minyak dan Gas Bumi di

Wilayah Kerja, PT Pertamina (Persero) atau pemenang

lelang dapat melakukan pembiayaan atas kegiatan

operasi yang diperlukan sebelum tanggal efektif Kontrak

Kerja Sama baru.

(2) Pelaksanaan kegiatan operasi melalui pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Kontraktor terdahulu.
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(3) SKK Migas menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan

pembiayaan dan operasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) yang memuat paling sedikit:

a. skema pelaksanaan kegiatan (pembiayaan dan

operasional);

b. mekanisme pengajuan rencana kerja dan anggaran;

c. mekanisme pengembalian biaya operasi;

d. pengelolaan aset;

e. tanggung jawab atas pelaksanaan operasi; dan

f. rencana penjualan basil produksi Minyak dan/atau

Gas Bumi.

(4) PT Pertamina (Persero) atau pemenang lelang wajib

membuat perjanjian dengan Kontraktor terdahulu terkait

pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan operasi dengan

mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) yang disetujui oleh SKK Migas.

Pasal 27B

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero)

atau Kontraktor baru untuk melakukan persiapan alih operasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pembiayaan atas

kegiatan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A

dapat dikembalikan berdasarkan Kontrak Kerja Sama baru.

1
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Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2016

Pit. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 157 8

KEMEN E

0

sesuai dengan aslinya
Gl DAN SUMBER DAYA MINERAL
a Biro Hukum,

srofi


